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. a.

:1.

PELAYANAN TERPADUSATU PINTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG,

bahwa pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan
kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, namun adanya penambahan
pelimpahan kewenangan maka Peraturan Walikota Nomor 1
Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan
Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Walikota Nomor
1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan
dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu diubabh,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a,perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentangPerubahan KetigaAtas Lampiran Peraturan Walikota
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala
DinasPenanaman Modal danPelayananTerpaduSatuPintu;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomorl8, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3518);

Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);






